
 
 

 

 
                                                                                      

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011 

TENTANG 
PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

28/Permentan/SR.130/5/2009 telah ditetapkan pupuk organik, pupuk 
hayati dan pembenah tanah; 

b. bahwa untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, 
keanekaragaman hayati, konsumen/pengguna, dan memberikan 
kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk 
hayati dan pembenah tanah yang diedarkan di wilayah negara 
Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu dan terjamin 
efektivitasnya; 

c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di 
lingkungan Kementerian Pertanian, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan pelayanan dan 
kepastian dalam pemberian nomor pendaftaran pupuk organik, 
pupuk hayati dan pembenah tanah; 

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu meninjau kembali 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009; 

   
Mengingat      :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3478); 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821); 

  3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 
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  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3910); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4020); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 

    7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4126); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan 
Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498); 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 
tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman Ke Dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 
tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang 
Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

   
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PUPUK 

ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari  tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau 

bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, 
berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, 
yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

2. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan 
efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. 

3. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis dan/atau alami, organik dan/atau mineral 
berbentuk padat dan/atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau 
biologi tanah. 

4. Formula pupuk organik adalah komposisi bahan-bahan organik dan mineral penyusun 
pupuk organik. 

5. Formula pupuk hayati adalah komposisi mikroba/mikrofauna dan bahan pembawa  
penyusun pupuk hayati. 

6. Formula pembenah tanah adalah komposisi bahan-bahan organik sintetis dan/atau 
alami, mineral sintetis dan/atau alami penyusun pembenah tanah. 

7. Formula khusus adalah formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula 
pembenah tanah yang dipesan khusus oleh pengguna dan tidak untuk diedarkan secara 
bebas. 

8. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara 
kimia, fisika, dan/atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk organik. 

9. Rekayasa formula pupuk hayati adalah serangkaian kegiatan rekayasa pupuk hayati, 
baik secara kimia, fisika, dan/atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk hayati. 

10. Rekayasa formula pembenah tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa pembenah 
tanah, baik secara kimia, fisika, dan/atau biologi untuk menghasilkan formula 
pembenah tanah. 

11. Pengujian mutu pupuk organik adalah analisis kandungan hara, unsur logam berat dan 
mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu yang 
ditetapkan. 

12. Pengujian mutu pupuk hayati adalah analisis kandungan jenis, populasi dan fungsi 
mikroba/mikrofauna, serta patogenisitas di laboratorium sesuai dengan persyaratan 
mutu yang ditetapkan. 

13. Pengujian mutu pembenah tanah adalah analisis kandungan bahan utama dan bahan 
aktif dan/atau unsur logam berat atau unsur lainnya dalam pembenah tanah yang 
dilakukan di laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan. 

14. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang 
terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang 
ditetapkan. 
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15. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu 
untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 

16. Standar mutu adalah besaran parameter yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi 
Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk 
Persyaratan Teknis Minimal. 

17. Pengujian efektivitas pupuk organik adalah kegiatan uji lapang atau rumah kaca untuk 
mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas 
tanaman, efisiensi pemupukan, atau peningkatan kesuburan tanah.  

18. Pengujian efektivitas pupuk hayati adalah kegiatan uji lapang atau rumah kaca untuk 
mengetahui pengaruh dari pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan produktivitas 
tanaman, efisiensi pemupukan, peningkatan kesuburan tanah atau kesehatan tanah. 

19. Pengujian efektivitas pembenah tanah adalah kegiatan uji laboratorium dan/atau rumah 
kaca atau lapangan untuk mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap 
perbaikan sifat fisik dan/atau kimia dan/atau biologi tanah dan produktivitas tanaman. 

20. Persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah adalah 
standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam peraturan ini. 

21. Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah adalah kegiatan 
penyediaan pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah baik berasal dari 
produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. 

22. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk 
organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah di dalam negeri baik untuk 
diperdagangkan maupun tidak. 

23. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau 
pembenah tanah oleh pengguna. 

24. Surat Rekomendasi adalah keterangan yang didasarkan pada hasil uji efektivitas yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Uji Efektivitas. 

25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 
26. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 

Pertanian. 
 

Pasal 2 
(1) Peraturan  ini  dimaksudkan  sebagai  dasar  hukum  dalam pelaksanaan pengadaan, 

pendaftaran, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati 
dan/atau pembenah tanah. 

(2) Tujuan pengaturan ini untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, 
keanekaragaman hayati tanah, konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha 
bagi produsen/pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah.  

 
Pasal 3 

(1)   Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara 
pendaftaran, biaya pendaftaran dan lembaga uji, lembaga uji, peredaran, penggunaan, 
pengawasan, kewajiban, pembinaan dan sanksi. 

(2)     Pupuk organik untuk Sistem Pangan Organik tidak diatur dalam peraturan ini. 
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Pasal 4 
(1) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah yang 

akan diproduksi dan diedarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi 
standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label kemasan dan didaftar oleh Menteri. 

(2) Menteri dalam memberikan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

 
BAB II 

PENGADAAN 
 

Pasal 5 
(1) Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dapat dilakukan 

melalui produksi dalam negeri atau pemasukan dari luar negeri.   
(2) Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis 
minimal serta terjamin efektivitasnya.  

(3) Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang berasal dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi standar mutu dan terjamin 
efektifitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lulus uji risiko lingkungan. 

(4) Pupuk hayati yang mengandung mikroba transgenik selain memenuhi standar mutu dan 
terjamin efektivitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti peraturan 
perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetika. 

(5) Pengadaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha bidang sarana produksi pertanian.  

 
Pasal 6 

(1) Badan usaha yang akan memproduksi pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah 
tanah harus mendapat izin dari Bupati/ Walikota setempat. 

(2) Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.  

 
Pasal 7 

(1) Pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah yang diproduksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 harus berasal dari formula pupuk organik, formula pupuk 
hayati dan/atau formula pembenah tanah hasil rekayasa. 

(2) Formula pupuk organik, formula pupuk hayati dan/atau formula pembenah tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu serta terjamin 
efektivitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

(3) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) seperti 
tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

 
Pasal 8 

(1) Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dari luar negeri ke 
dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
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